BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner
yang disebarkan kepada sampel penelitian yang telah ditentukan sebelumnya,
yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha kecil menengah yang
berada di wilayah Kabupaten Sleman. Jumlah kuesioner yang disebar adalah
sebanyak 150 kuesioner, akan tetapi yang dapat digunakan dan memenuhi
syarat untuk dimasukkan dalam pengolahan data adalah sebanyak 84.

Selanjutnya, analisis statistik  deskriptif dengan tabel frekuensi
dilakukan untuk memberikan informasi mengenai data demografi responden
dibagi menjadi beberapa karakteristik berbeda, yaitu jenis kelamin dan umur
responden. Karakteristik tersebut disajikan secara berurutan dalam tabel 4.1
sampai tabel 4.3.

TABEL 4.1.

Kelengkapan Data Umum Responden

RESPONDEN
Jenis kelamin Umur
Jumlah Lengkap 84 84
Jumlah Tidak Lengkap 66 66

Sumber: Hasil Analisis Data Diolah 2016
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Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa semua kuesioner yang
dimasukkan ke dalam tahap pengolahan data, tidak ditemukan adanya data
kuesioner yang tidak lengkap dari responden yang telah ditentukan. Dengan
kata lain, semua kuesioner masuk ke dalam kategori lengkap dan bisa
dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya.

TABEL 4.2

Persentase Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase
Pria 53 63%
Wanita 31 37%
Total 84 100%

Sumber: Hasil Analisis Data Diolah 2016

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa responden yang memiliki
partisipasi terbanyak dalam pengisian kuesioner adalah 53 responden pria
(63%) dan 31 responden wanita (37%) menunjukkan terdapat perbedaan
jumlah responden menurut jenis kelamin, namun masih dikatakan ideal untuk
meningkatkan kemampuan generalisasi hasil penelitian.

TABEL 4.3

Persentase Data Responden Berdasarkan Umur

Umur Frekuensi Persentase
20-24 16 19%
25-35 39 46%
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Umur Frekuensi Persentase
>35 29 35%
Total 84 100%

Sumber: Hasil Analisis Data Diolah 2016

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden yang berumur
20-24 tahun sebanyak 16 responden (19%); 25-35 tahun sebanyak 39
responden (46%); sedangkan yang memiliki umur >35 tahun sebanyak 29

responden (35%).

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data
1. Uji Validitas

Validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang
digunakan (Nazaruddin dan Basuki, 2015). Uji validitas digunakan untuk
mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan
valid jika pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner mampu
menjelaskan  sesuatu yang diukur oleh Kkuesioner tersebut. Dalam
mengetahui  tingkat kevalidan instrumen, maka peneliti menggunakan
program spss 15. Untuk melihat validitas dari masing-masing item
kuesioner digunakan corrected item-total correlation. Seluruh item
pembentuk variabel yang memiliki korelasi (r) > 0,25 maka item dari

variabel tersebut dikatakan valid (Nazaruddin dan Basuki, 2015).



TABEL 4.4

Ringkasan Hasil Uji Validitas

Variabel Item Pertanyaan Korelasi Keterangan
K1 0,915 Valid
K2 0,850 Valid
K3 0,876 Valid
Keadilan
K4 0,975 Valid
K5 0,835 Valid
K6 0,876 Valid
SP1 0,538 Valid
SP2 0,560 Valid
SP3 0,594 Valid
Sistem SP4 0,849 Valid
Perpajakan SP5 0,463 Valid
SP6 0,849 Valid
SP7 0,463 Valid
SP8 0,849 Valid
DIS1 0,938 Valid
Diskriminasi
DIS2 0,937 Valid
Ketepatan KP1 0,982 Valid
Pengalokasian KP2 0,983 Valid




36

Variabel Item Pertanyaan Korelasi Keterangan

EUl 0,488 Valid

EU2 0,549 Valid

EU3 0,533 Valid

EU4 0,633 Valid

EU5 0,322 Valid

Etika Uang EU6 0,578 Valid
EU7 0,522 Valid

EU8 0,611 Valid

EU9 0,576 Valid

EU10 0,773 Valid

EU11 0,378 Valid

PP1 0,823 Valid

Etika PP2 0,822 Valid
Penggelapan PP3 0,777 Valid
Pajak PP4 0,753 Valid
PP5 0,801 Valid

Sumber: Hasil Analisis Data Diolah Tahun 2016

Tabel 4.4. menyajikan ringkasan hasil uji validitas untuk semua

variabel dalam penelitian. Berdasarkan penyajian dari tabel diatas, seluruh

total skor

ketepatan pengalokasian,

untuk  variabel

keadilan,

etika uang,

sistem perpajakan,

diskriminasi,

dan etika penggelapan pajak
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menunjukkan nilai > 0,25 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item

pertanyaan dalam variabel penelitian ini adalah valid.

. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang
dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak
oleh responden yang sama akan menghasilkkan data yang konsisten
(Nazaruddin dan Basuki, 2015). Dengan kata lain, hasil penelitian
dikatakan reliabel apabila terdapat kesamaan data atau konsistensi dalam
waktu yang berbeda.

TABEL 4.5

Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan
Keadilan 0,937 Reliabilitas Sempurna
Sistem Perpajakan 0,806 Reliabilitas Tinggi
Diskriminasi 0,862 Reliabilitas Tinggi
Ketepatan Pengalokasian 0,964 Reliabilitas Sempurna
Etika Uang 0,743 Reliabilitas Tinggi
Etika Penggelapan Pajak 0,849 Reliabilitas Tinggi

Sumber: Hasil Analisis Data Diolah Tahun 2016

Tabel 4.5 menyajikan ringkasan hasil uji reliabilitas untuk semua
variabel dalam penelitian. Berdasarkan penyajian dari tabel diatas, variabel

keadilan dan ketepatan pengalokasian memiliki reliabilitas sempurna.
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Sedangkan variabel sistem perpajakan, diskriminasi, etika uang dan etika

penggelapan pajak memiliki reliabilitas tinggi.

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

1. Statistik Deskriptif

Analisis

responden,

serta standar deviasi dari data yang diolah.

TABEL 4.6

Statistik Deskriptif

statistik ~ deskriptif digunakan untuk mengetahui

Minimum Maximum Mean Std. Deviation
TOTAL_KE 84 18 30 28.12 3.202
TOTAL_SP 84 24 40 33.04 3.434
TOTAL_DIS 84 4 6 4.65 .885
TOTAL_KP 84 4 6 4.43 811
TOTAL_EU 84 38 50 43.89 3.401
TOTAL_EPP 84 15 20 18.35 1.753
Valid N (listwise) 84

Sumber: Hasil Analisis Data Diolah Tahun 2016

jumlah

nilai maksimum dan nilai minimum, nilai rata-rata (mean),

Tabel 4.6 merupakan hasil uji statistik deskriptif yang menunjukkan

bahwa selurun variabel memiliki jumlah sampel (N) sebanyak 84 sampel.

Variabel Keadilan (KE)

memiliki

nilai

minimum  sebesar 18,

nilai

maksimum sebesar 30 dengan rata-rata 28,12 dan standar deviasi sebesar

3,202. Variabel Sistem Perpajakan (SP) memiliki nilai minimum sebesar
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24, nilai maksimum sebesar 40 dengan rata-rata 33,04 dan standar deviasi
sebesar 3,434. Variabel Diskriminasi (DIS) memiliki nilai  minimum
sebesar 4, nilai maksimum sebesar 6, dengan rata-rata 4,65 dan standar
deviasi sebesar 0,885. Variabel Ketepatan Pengalokasian (KP) memiliki
nilai minimum sebesar 4, nilai maksimum sebesar 6 dengan rata-rata 4,43
dan standar deviasi sebesar 0,811. Variabel Etika Uang memiliki nilai
minimum sebesar 38, nilai maksimum sebesar 50 dengan rata-rata 43,89
dan standar deviasi sebesar 3,401. Variabel Etika Penggelapan Pajak
(EPP) memiliki nilai minimum sebesar 15 nilai maksimum sebesar 20

dengan rata-rata 18,35 dan standar deviasi sebesar 1,753.

. Uji Asumsi Klasik
Pengujian asumsi Kklasik yang akan diuji dalam model persamaan
penelitian ini  meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji
heteroskedastisitas.
a. Uji Normalitas
Uji Normalitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang wajib
digunakan sebelum melakukan regresi. Uji normalitas Kolmogorov-
Smirnov digunakan untuk menguji apakah variabel dependen atau
variabel independen dalam penelitian memiliki data yang terdistribusi

secara normal.
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TABEL 4.7

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardiz

ed Residual
N 84
Normal Parameters@®  Mean ,0000000
Std. Deviation ,66504708
Most Extreme Absolute ,078
Differences Positive ,071
Negativ e -,078
Kolmogorov -Smirnov Z , 712
Asy mp. Sig. (2-tailed) ,692

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Analisis Data Diolah Tahun 2016

Syarat uji normalitas adalah, apabila nilai sig > 0,05 maka data
terdistribusi secara normal dan apabila nilai sig < 0,05 maka data tidak
terdistribusi  secara normal. Berdasarkan tabel 4.7 mengenai uji
normalitas, dapat dilihat bahwa nilai sig pada penelitian ini 0,692 atau
69,2% artinya 0,692 > 0,05 pada uji normalitas non-parametrik
Kolmogorov-Smirnov. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data

terdistribusi secara normal.

Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  dilakukan dengan  menggunakan uji
Gleiser untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan dari

syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi dimana dalam model
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regresi harus dipenuhi dengan tidak adanya heteroskedastisitas yang
dapat dilihat dari nilai signifikansi. Apabila nilai sig > 0,05 maka data
terbebas dari heteroskedastisidas, sedangkan jika nilai sig < 0,05 maka

data terkena heteroskedastisitas dan tidak bisa dilakukan analisis lebih

lanjut.
TABEL 4.8
Ringkasan Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Nilai Sig Keterangan
Keadilan 0,266 Bebas Heteroskedastisitas
Sistem Perpajakan 0,361 Bebas Heteroskedastisitas
Diskriminasi 0,817 Bebas Heteroskedastisitas
Ketepatan Pengalokasian 0,903 Bebas Heteroskedastisitas
Etika Uang 0,108 Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Analisis Data Diolah Tahun 2016

Pada  tabel 4.8. menerangkan  ringkasan  hasil  uji
heteroskedastisitas ~ untuk  pengujian  hipotesis 1 sampai 5
menggunakan model regresi berganda. Berdasarkan Tabel 4.8. seluruh
variabel memiliki nilai  sig > 0,05 atau terbebas dari
heteroskedastisitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian

dapat dilakukan analisis lebih lanjut.
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Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan salah satu bagian dari uji asumsi
Klasik yang wajib dilakukan sebelum menguji hipotesis setelah uji
normalitas dan uji heteroskedastisitas. Model regresi dapat dikatakan
baik apabila tidak terjadi korelasi antara satu variabel bebas dengan
variabel bebas lainnya.

Pengujian multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai Variance
Inflation Factors (VIF) pada output yang dihasilkan oleh SPSS.
Kriteria pengujiannya adalah apabila nilai VIF < 10 maka tidak
terdapat multikolinearitas diantara variabel independen dan apabila
nilai VIF > 10 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen
tersebut terkena multikolinearitas (Nazaruddin dan Basuki, 2015).
Tabel 4.9. menyajikan ringkasan hasil uji multikolinearitas untuk
seluruh variabel bebas.

TABEL 4.9.

Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Nilai Tolerance Nilai VIF Keterangan
Non
0,657 1,521
Multikolinearitas
Non
Sistem Perpajakan 0,621 1,609
Multikolinearitas
Non
Diskriminasi 0,553 1,807
Multikolinearitas
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Variabel Nilai Tolerance Nilai VIF Keterangan
Ketepatan Non
0,469 2,131
Pengalokasian Multikolinearitas
Non
Etika Uang 0,762 1,313
Multikolinearitas

Sumber: Hasil Analisis Data Diolah Tahun 2016

Pada Tabel 4.9. menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam
penelitian ini memiliki nilai tolerance untuk seluruh variabel > 0,01
dan atau nilai Variance Inflation Factors (VIF) < 10. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen
dalam penelitian ini tidak mengandung multikolinearitas dan dapat

dilakukan analisis lebih lanjut.

3. Uji Hipotesis
a. Regresi Linear Berganda
Penelitian yang menggunakan pendekatan Kkuantitatif umumnya
memiliki variabel independen lebih dari 2. Dalam penelitian ini,
regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis 1 sampai

dengan hipotesis 5.
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TABEL 4.10.

Hasil Regresi Linear Berganda Hisampai Hs

Coefficients

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Collinearity Statistics
Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIE
1 (Constant) 29.725 1.577 18.844 .000
TOTAL_KE .048 .029 .088 1.654 .102 .657 1.521
TOTAL_SP .075 .028 147 2.690 .009 621 1.609
TOTAL_DIS -1.116 114 -563 -9.752 .000 .553 1.807
TOTAL_KP -.962 .136 -.445 -7.099 .000 469 2.131
TOTAL_EU -131 .025 -.254 -5.159 .000 762 1.313

a. Dependent Variable: TOTAL_EPP

Sumber: Hasil Analisis Data Diolah Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 4.10. yang menunjukkan hasil regresi linear
berganda untuk menguji hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 5, maka

dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

EPP = 29,725 + 0,048 KE + 0,075 SP - 1,116 DIS - 0,962 KP - 0,131 EU

t+e

Variabel keadilan memiliki nilai sig sebesar 0,102; sistem
perpajakan memiliki nilai sig sebesar 0,009; diskriminasi memiliki
nilai sig sebesar 0,000; ketepatan pengalokasian memiliki nilai sig
sebesar 0,000; dan etika uang memiliki nilai sig sebesar 0,000. Setelah
dilakukan uji regresi berganda pada kelima variabel independen,
menunjukkan variabel keadilan memiliki nilai sig lebih dari 0,05.
Artinya adalah hipotesis satu (Hi) ditolak. Sedangkan nilai sig untuk

variabel sistem perpajakan, diskriminasi, ketepatan pengalokasian,
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dan etika uang kurang dari 0,05. Artinya adalah hipotesis dua (H2)
sampai dengan hipotesis 5 (Hs) diterima (lihat tabel 4.11.). Penjelasan
lebih lanjut dan terperinci akan dibahas pada pembahasan hipotesis di
bagian selanjutnya.

Tabel 4.11

Ringkasan Hasil Hipotesis Penelitian

Kode Hipotesis Hasil
Keadilan berpengaruh positif terhadap etika
H1 Ditolak
penggelapan pajak
Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap
Diterima
Hz etika penggelapan pajak
Diskriminasi berpengaruh negatif terhadap etika
Diterima
Hs penggelapan pajak
Ketepatan pengalokasian berpengaruh positif
Diterima
Ha terhadap etika penggelapan pajak
Etika uang berpengaruh negatif terhadap etika
Diterima
Hs penggelapan pajak

Sumber: Hasil Analisis Data Diolah Tahun 2016

b.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)
Dalam pengujian hipotesis menggunakan metode regresi linear

berganda, uji koefisien determinasi sangatlah diperlukan. Tujuannya
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adalah untuk melihat sejaun mana kemampuan variabel independen
yang diteliti dapat menjelaskan variabel dependen. Hal ini dapat
dilihat dari nilai Adjusted R Square pada tabel berikut.

TABEL 4.12.

Uji Koefisien Determinasi Hisampai Hs

Model Summary

Adjusted Std. Error of Durbin-
Model R R Square | R Square |the Estimate Watson
1 .9252 .856 .847 .686 1.729
a. Predictors: (Constant), TOTAL_EU, TOTAL_SP, TOTAL_DIS, TOTAL,

TOTAL_KP
b. Dependent Variable: TOTAL_EPP

Sumber: Hasil Analisis Data Diolah Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 4.12. yang menyajikan hasil dari uji koefisien
determinasi untuk pengujian hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 5,
nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,847 atau 84,7%. Artinya,
kemampuan variabel independen vyaitu Keadilan (KE), Sistem
Perpajakan (SP), Diskriminasi (DIS), Ketepatan Pengalokasian (KP),
dan Etika Uang (EU) dalam menjelaskan variasi perubahan variabel
dependen Etika Penggelapan Pajak (EPP) adalah sebesar 84,7%.
Sedangkan sisanya 15,3% (100%-84,7%) dipengaruhi oleh variabel

lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.
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c. UiF
Uji F dilakukan untuk menguji secara keseluruhan pengaruh
variabel bebas terhadap variabel terikat (dependen). Kriteria
pengujiannya adalah jika Fhitung > Fravel atau sig <a (0,05), maka hal ini
berarti variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara
bersama-sama.
TABEL 4.13.
Uji F (ANOVA) Hisampai Hs
ANOV A
Sum of
Model Sqguares df Mean Square F Sig.
1 Regression 218.278 5 43.656 92.758 .0002
Residual 36.710 78 471
Total 254.988 83

a. Predictors: (Constant), TOTAL_EU, TOTAL_SP, TOTAL_DIS, TOTAL_KE, TOT

KP

b. Dependent Variable: TOTAL_EPP

Sumber: Hasil Analisis Data Diolah Tahun 2016

Berdasarkan hasil uji Anova pada Tabel 4.13. menunjukkan
bahwa nilai Fy;,ng Sebesar 92,758 dengan nilai sig adalah sebesar
0,000 hal ini menunjukkan bahwa 0,000 < a (0,05). Artinya adalah,
variabel independen yaitu Keadilan (KE), Sistem Perpajakan (SP),
Diskriminasi (DIS), Ketepatan Pengalokasian (KP), dan Etika Uang
(EU) mempunyai pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama)

terhadap variabel dependen Etika Penggelapan Pajak (EPP).
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Pembahasan (Interpretasi)
. Keadilan dan Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa keadilan
tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan
bahwa hipotesis dalam penelitian ini ditolak.

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh
Suminarsasi (2012) dan Ardyaksa (2014) yaitu keadilan tidak berpengaruh
terhadap etika penggelapan pajak. Hal ini sesuai dengan pengertian pajak
yang dikemukakan oleh Soemitro (dalam Suminarsasi, 2012) bahwa pajak
merupakan iuran wajib bagi seluruh warga negara tanpa adanya imbalan
langsung. Sehingga, meskipun kontribusi manfaat pajak yang dirasakan
belum sesuai, akan tetapi membayar pajak tetap menjadi kewajiban yang
harus dibayarkan oleh warga negara. Sehingga dalam kondisi apapun,
wajib pajak harus tetap melaksanakan kewajiban pajaknya.

Hasil ini berbeda dengan penelitian Rahman (2013) Elmiza dkk.
(2013), Marlina (2014), dan Handyani M (2014) yang menyatakan bahwa
keadilan berpengarun negatif terhadap etika penggelapan pajak. Karena
wajib pajak merasa mereka melakukan kewajiban yang sama, maka harus
diberikan hak yang sama. Semakin tidak adilnya perlakuan terhadap wajib
pajak dan semakin buruknya sistem perpajakan yang ada, maka
penggelapan pajak dianggap perilaku yang etis untuk dilakukan, sehingga

semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya penggelapan pajak.
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2. Sistem Perpajakan dan Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa sistem
perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Hal ini
menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima. Artinya
adalah, semakin baik sistem perpajakan, maka perilaku penggelapan pajak
dipandang sebagai perilaku yang tidak etis untuk dilakukan, maka
kemungkinan terjadinya penggelapan pajak menjadi rendah.

Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan
oleh Suminarsasi (2012), Rahman (2103), Janitra (2013), Handyani M
(2014) Elmiza dkk. (2013) dan Marlina (2014) yang menyatakan bahwa
kemudahan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib
pajak atas etika penggelapan pajak. Hal ini berarti para wajib pajak
menganggap bahwa semakin baik sistem perpajakannya maka perilaku
penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis dan
penggelapan pajak menjadi lebih rendah. Begitu pula sebaliknya, semakin
buruk sistem perpajakan maka penggelapan pajak dianggap sebagai
perilaku yang etis dilakukan, sehingga kemungkinan terjadinya

penggelapan pajak menjadi semakin tinggi.

3. Diskriminasi dan Penggelapan Pajak (Tax Evasion)
Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa diskriminasi
berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan

bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima. Artinya adalah semakin
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tinggi diskriminasi perpajakan yang diterima masyarakat, maka perilaku
penggelapan pajak dipandang etis untuk dilakukan, sehingga kemungkinan
terjadinya penggelapan pajak menjadi semakin tinggi.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Suminarsasi (2012), Janitra
(2013), dan Elmiza dkk. (2013) yang mengemukakan bahwa adanya
kebijakan untuk zakat sebagai pengurang kewajiban perpajakan hanya
akan menguntungkan sebagian kelompok masyarakat saja. Hal tersebut
akan mengakibatkan kecemburuan pada kelompok masyarakat yang tidak
menerima  keuntungan dari kebijakan tersebut, yang dapat memicu

terjadimya tindakan penggelapan pajak (Suminarsasi, 2012).

. Ketepatan Pengalokasian dan Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa ketepatan
pengalokasian berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Hal
ini menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima. Artinya
adalah semakin baik tingkat ketepatan pengalokasian pajak, maka perilaku
penggelapan pajak dianggap tidak etis untuk dilakukan, sehingga
kemungkinan terjadinya penggelapan pajak menjadi semakin rendah.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Ayu (2009), Permatasari
(2013), Ardyaksa (2014), dan Marlina (2014) yang menunjukkan bahwa
ketepatan  pengalokasian  berpengaruh  negatif  terhadap  tindakan
penggelapan pajak. Artinya adalah, semakin rendah tingkat ketepatan

pengalokasian pajak maka semakin tinggi terjadinya penggelapan pajak.
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Sehingga, hubungan antara ketepatan pengalokasian dengan etika
penggelapan pajak adalah positif.

Hal tersebut dikarenakan pajak merupakan penerimaan terbesar
suatu negara, maka alokasi pengeluaran pemerintan tercermin dalam
APBN dan APBD di dalam pos belanja. Oleh sebab itu, secara umum
pajak sebaiknya dimanfaatkan untuk pembangunan dan kepentingan
umum yang dapat dilihat dari semakin banyaknya fasilitas umum yang
tersedia bagi masyarakat secara merata di selurun wilayah (Ayu, 2009).
Dalam hal ini, pemerintah hendaknya juga memberikan transparansi
kondisi pengalokasian pajak dengan hasil yang maksimal yang dapat

dirasakan oleh masyarakat secara merata.

. Etika Uang dan Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa etika uang
berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan
bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima. Artinya adalah semakin
tinggi etika uang seseorang, maka perilaku penggelapan pajak dianggap
perilaku yang etis untuk dilakukan, sehingga kemungkinan terjadinya
penggelapan pajak menjadi semakin tinggi.

Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Basri (2014) dan Lau et
al,, (2013) yang menyatakan bahwa etika uang berpengaruh terhadap
penggelapan pajak. Etika uang yang tinggi atau sikap cinta uang

cenderung menyebabkan seseorang memiliki perilaku etika yang rendah



52

dan berpandangan bahwa kecurangan pajak adalah etis dan cenderung
untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (Lau et al., 2013).

Semakin tinggi kecintaan seseorang terhadap uang, maka kewajiban
dalam membayar pajak dirasakan cukup berat untuk dilakukan, karena
beranggapan bahwa uang yang dikeluarkan adalah suatu kerugian bagi
dirinya. Sehingga orang tersebut akan melakukan upaya agar kewajiban
pajaknya menjadi rendah dengan melakukan berbagai hal, yang dapat

mengarah kepada perilaku penggelapan pajak.



